
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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P U T U S A N
Nomor 211/PDT/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada

tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam

perkara antara: 

R.  A. MURNIATI,  bertempat tinggal di Jalan Tunas Setia  No.  57, RT. 010,

Kel. Bukit Datuk, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, dalam

hal ini memberikan kuasa kepada Raja Junaidi, S.H. & Ria

Narfiady, S.H., para Advokat berkantor di Kantor Advokat &

Konsultan  Hukum “RAJA JUNAIDI,  SH,  INDRA Y ADI,SH,

MH  &  REKAN”,  Jalan  Ombak/Hasanudin  No.  24,  Lt  II,

Dumai-Riau,  berdasarkan Surat  Kuasa Khusus tertangggal

11 April 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan

SUJARWO, bertempat tinggal di Jalan Arifin Ahmad/Jl. Dumai Sei Pakning,

RT. 001, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai,

Kota  Dumai,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada

Ajmain,  S.H.  &  Ruby  Raj.  M.,  S.H.,  M.H. para  Advokat

berkantor di KANTOR HUKUM PHILOSOPHIA Jl. Lokomotif

Perum Kuantan Jaya Blok S 1 Kelurahan Sekip, Kecamatan

Lima Puluh Dumai Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal  21  Oktober  2022  yang  telah  terdaftar  di

kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai sebagai Terbanding

semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan; 

Membaca  penetapan  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Riau  Nomor

211/PDT/2022/PT PBR,  tanggal  07  Desember  2022 tentang  Penunjukan

Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut; 

TENTANG DUDUK PERKARA
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Menerima  dan  mengutip  keadaan-keadaan  mengenai  duduk  perkara

seperti  tercantum  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Dumai Nomor

18/Pdt.G/2022/PN Dum, tanggal  21  September  2022,  yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat,

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

Verklaard)
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga

kini ditaksir sejumlah Rp1.330.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh

Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Dumai diucapkan

pada tanggal 21 September 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat

dan Kuasa Hukum Tergugat,  Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022 mengajukan permohonan

banding  sebagaimana  ternyata  dari  Akta  Permohonan  Banding  Nomor

18/Pdt.G/2022/PN  Dum  tanggal  10  Oktober  2022  yang  dibuat  oleh  Panitera

Pengadilan Negeri Dumai permohonan tersebut disertai dengan memori banding

yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dumai

tanggal  26 Oktober 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal

26 Oktober 2022, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara

elektronik  yang  telah  pula  disampaikan  kepada  Pembanding  secara  elektronik

melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dumai tanggal 01 November 2022;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa

berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang  bahwa  Putusan  Pengadilan  Negeri Dumai Nomor

18/Pdt.G/2022/PN Dum, diucapkan pada tanggal 21 September 2022, sedangkan

Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2022,
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ternyata  permohonan  diajukan  oleh  Pembanding  dalam  tenggang  waktu  19

(Sembilan belas) hari, dengan demikian pengajuan permohonan banding telah

melampui tenggang waktu 14 (empat belas) hari, atau tidak sebagaimana yang

ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun

1947 Juncto Pasal 199 ayat (1) R.Bg.; 

Menimbang  bahwa  oleh  karena  pengajuan  permohonan  banding  telah

melampui  tenggang  waktu  yang  ditentukan  di  dalam  Peraturan  Perundang-

undangan,  maka  permohonan  banding  tersebut  harus  dinyatakan  tidak  dapat

diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat

diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar

biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan

Ulangan di  Jawa dan Madura/RBG Stb Nomor 1947/2271 jo.  Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menyatakan permohonan banding dari  Pembanding semula Penggugat

tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

- Menghukum  Pembanding  semula  Penggugat  untuk  membayar  biaya

perkara  dalam  kedua  tingkat  peradilan,  yang  dalam  tingkat  banding

ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian  diputus  dalam  rapat  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan  Tinggi  Riau pada hari  Selasa,  tanggal  3  Januari 2023 yang

terdiri dari Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sri

Endang A. Ningsih,  S.H.,  M.H. dan Yuzaida,  S.H.,  M.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota,  berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Riau Nomor 211/PDT/2022/PT PBR pada hari Rabu,  09 November 2022

yang  ditunjuk  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dalam  tingkat

Banding, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada

1
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hari dan  tanggal  itu  juga,  oleh  Ketua  Majelis  Hakim tersebut didampingi

Hakim-Hakim Anggauta tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., M.H. Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

kuasanya  serta  putusan  tersebut  dikirim secara  elektronik  melalui  sistem

informasi Pengadilan Negeri Dumai pada hari itu juga.

   Hakim-hakim Anggota,                                Hakim

Ketua,

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.              Prayitno I. Santosa, S.H., M.H. 

Yuzaida, S.H., M.H..                                    

Panitera Pengganti

Suyatno, S.H., M.H.

Biaya-biaya banding:

1. Meterai ........................................................................... Rp.   10.000,00

2. Redaksi .......................................................................... Rp.   10.000,00

3. Administrasi Banding ..................................................... Rp. 1  30  .000,00  

              J u m l a h ............................................................ Rp. 150.000,00

                                                                  (seratus lima puluh  ribu rupiah).     
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